WALIKOTA KUPANG
FROVINS] NUSA TERGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 43 TAHUN 2021

TE NTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS] TUGAS DAN FUNGSL
SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN

KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menim bang

Mengingat

WALIKOTA KUPANG,

bahwa untuk melaksanalean ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan

Strulkctur  Organisasi  pada. [nstanai Pemerintah  untuk

Penyederhanasn Birokrasi, perlu menetapken Peraturan

Walikora tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota

Kupang;

Pasal 18 ayat (&) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indenesia Tahun 1945;

Undang-UIndang Nemer & Tahun 1996 lenilang
Pemmbentukan Kotamadyva Daerah Tingkat I Kupang
(Lermberan Negara Eepublik Indonesia Tahun 1996
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 36335

Undang-Undang Neomor 23 Tahun 2014 {fentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talhun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor SH87)



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 1] Tabunrr 2020
tentang Cipta Kera {Lembaran WNegara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 584, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Dgerah ([Lembaran Negara Republik

ndonesia Tehun 2016 Nomer 114, Tambshan
lLembaran Negara Republbk [ndonesia Nemor SBET7)
sebmgaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentanpg perubahan
atas pfereturan Pemerintah Nomor 18 Tabun 2016
tentang Peranghkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2019 Nomar 187, Tambahan
Lembaran Negars Republik lndonesia Nomor 6402),
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birockrasi Noemor 25 Tahun 2021
tentang Fenyedernanaan Struktur Orgamisas pada
Instansi Pemerntah untuk Penyederbanaan Biokrasi
(Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2021 Nomor
I40);

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kupang {Lemharan Daersah Kota Kupang Tahun
2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubhsh
bheberapa kali terakhir dengan Peraturan Daesrah Kot

Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Dserah Kota Kupang Nomor 13
Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah
Kot Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan
lembaran Dasrah Kota Kupang Nomor 283).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA  TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN OGRGANISAS!, TUGAS DaN IPUNGSI SERTA
TATA KERJIA DINAS KETAIANAN PANGAN KOTA
K DPANG. '

GAB 1
KETENTUAN UMLUM

Pagal 1
Dalam Feraturan Daerah ini, yang ditnaksud dengan:
Daerah adalah Kofa Kupang.
Pemerintah Dacrali adalah Pemerintah. Kota Kupang.
Walikota adalah Walikota Kupang,
Selretarat Daerah, selanjumya disebut Setda adalah Sekretariat Daeral

Eata Ku pang.

L

5 Sekretars Daerzih, selanjutnys disebut Selkada adalah Sekretans Daemhb
kola Ku pang.

6. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut [inas adalah Dinas
Ketahanan Pangan Kota Kupang.

7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas Dberkaitan dengen pelayanan publik  serts  administrasi
pemerintshan dan pembangunan.

8. <Jabatan Fungsicnal adalah sekelompok jahatan yang beriai fungsi dan
lugas lberkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdesarkan pada
keahlian din keterampilan tertentu.

4. Pejgbat Fungsional adalah Pegawai ASN vang menduduki Jabatan
Fungsional pada Instansi Pemerintab.

10.5ub Koordinator adelah pejabat fungsionael jenjang ahli muda vang
ditugaskan untuk melaksanakan sebagian Mpas yang diamanatkan, baik
yang merupakan turunan langsung maupun tidak Jangsung dari tugas
Jabatan administrater di ngkup unit kega.

11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yamg selanjulnya disebut UPTD adalah
Unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota
Kupang.

A



]

BAB I
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

(2] Dmnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh kepala, dinas

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikola

melalui Selkretsris Daerah.

{3 Dinas sebagaimana dimaksud pads agyat (1) mempunyai tugas membantu

Wealikota melaksanalian urusan pemenntahan yang men jadi kewenangan
dacrah di bidang Ketahanan Pengan dan Tugas Pembantuarn.

(4} Dinas dalarn melalisanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

[

()

menyelenggarakan fungsi:

4 perumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangarm;

b pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan;

¢ pelaksansan evaluasi dan peleporan dasrah d bidang ketshanan
pangan ;

d. pelaksanaan adminjstrasi dinas deerah di bidang ketahanan pangan:
dan

e, ‘peinksanaan fungsi lmin vang diberikan okeh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Pesal 3
Dinazs sebagaimana dimaksud dalam Pasel 2 ayat (|} merupaken Dinas

Tipe & dengan susunan organisasi terdiri atas ;

a Kepala Dinas.

k. Sekretariat, dengan 1 |satu] Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
¢. Bidang Ketersedizan dan Kerawanan Pangan;

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;

e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangamn;

f. Kelompok Jebatan Fungsional: dan

g UPTL.
Sekretariat sebagnimana dimaksud pada ayat (1} huruf b, dipimpin cleh
Sekretarts yang berada dibawah dan bertanggung jaweb kepada Kepalh

Drirgas

B .



3] Masing-masing Bidang dipimpin dkeh Kepala PBiudang yang berada di
bawah bertangpung @wab kepada Kepala Dinas.

4) Sub Bagiant dipimmpin oleh Kepala Sub bagihn yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

[9) Bagan Susunan Strukiur Organisasi sebagaimana dimaksud pads ayat

{0

tereantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Welikota ini

BAB HI
TUGAS DAN FUNGSL

Pasal 4

{1} Sekretariat mempunyvai tugas melaksanakan koordinasi peiaksanaan

tugas, pembinaan, pemberian dulungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkunegan Dinas.
(2] Untuk melakeanakan tugas sebagaimana dimalsud pada ayar (1),
Sekretatis mempunyai fungsi

.
b,

i

pelaksanaan keordinast kegiatan di lingkungan Dinas;

penyusinan rencana, proglem dan anggaran Dinas;

pembinaan  dan  pemberian  dukungan administrasi Dinas  yang
melipud  penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumab  tangga,
ketatzlaksanaan, kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama,
hukum, organisasi, hubungan = masyarakat dan keprotokolan,
kearsipan dan dokumentasi,

pelaksanaan monitoring, evaluaesi dan pelaporan program kerja dinas;

damn

pelaksanaantugas dinas lain vang diberikan oleh atasan,

Pasal 5

(1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

tugas sekretarial lingkup administragi Umum dan kepegawaian [inas.
(2 Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimeksud pada ayat (1], Sub
Bagian Umurh dan Kepegavwaian mempunval fungsi

a,

melakukan penyiapsn bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian
Thngs;
melakulan penyviapan baban dan pelaksanaan urusan ketatausahaan

sarana fan prasarana rumah tangga [Binas;



(1)

{2

¢ melakukan penyiapan baban dan  pelaksanaan  urusan,

ketatalaksanaan, kepuatakaan, tafa persuratan, Kkearsipan dan
dokumentasi lingkup Dinas;

d melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hubungan

maayarakat dan keprotokolan lingkup Dinas;

e melakuken penyiapan bahan dan pelaksanaan penataan organisasi

serta peraturan perundang-undangan lingkup Dinas; dan

f melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan

Pasal ©

Bidang Hetersediaan dan Kemawanan Pangan mempunyai tfugas

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasiken dan mengendalikan

kegiptan di bidang ketersediaan dan kerawamnan pangan.

Untuk melaksanakan tgas sebagaimana dimaksud pada ayat (13,

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

(=H

penyiapan  pelaksanaan  koordinasi  di bidang  keterseds: zan
penanganan kerswanan pangan dan  koordinasi penyedinan
infrastrukrur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan
pangan Jainnya;

petyiapan penyusunan baban rumusan kebijpkan daerah dibidang

ketersediaan, penanganan kerawanan  pangan. dan  koordinest

penvediaan infrastrukiur pangan, dan sumber daym pendukung
ketzhanan pangan lainnya;

penyiapan  pelaksanaan  kebilakan di bidang  kelersediaan,
penanganan kerawanan pangan  dan  koordinasi penyediaan
infrastruktur pengen, dan sumber daya pendukung ketahanan
pangan lainnya;

pemberian  pendampingan pelaksanzan kegiatan di  bidang

ketersediagn, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi

penyedinen  infrastruktur pangan, dan sumber daym pendukung

kelahanan pangan lainnya;

penyiapan pemantappn propram di | bidang  ketersediaan
penanganan kerawanan pangan dan  koordinasi  penyediaan
infrastruktur pangan, den sumber daya pendukung ketahanan
pangan. lainnye,

pelaksanasn pemantausn, evaluasi dan pelaporan ksgifltan dibil:ial_lg

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan  dan  koordinasi



(1}

(2

(1)

2

petiyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung
ketzhanan pangsan lainnya; dan
g pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasar.

Pasal 7

Bidang Distvbusi dan Cadangan Pangan mempunyai {upas

merencanakarn, melaksanakan, menghoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan dibidang distribuai dan cadangan pangan.

Untuk melaksanakan 1ugass Sebagaimana dimakswd pada asat (1),

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunvai fungsi:

a. penyviepan pelalksanaan koordingsi di bidang distribusi pangan,
harga pangan, dan cadangan pangamn;

b penviapan penyusunan hahan rumusan kebijak:mn daerah dibidang
distritus: pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

c penviapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan harga
pangan, dan cadanpan pangan,

d. Pemberian pendampingan pelaksariaan kegiatan di bidang distribual
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan,

e penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, hampa
pangan, dan cadangan pangan;

f pelaksansan pemantsuan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang distTibusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan.dan

g pelaksanasn tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bidang Kensums: dan  Keamanan Pangan mempunyai fueas

merencanakan, melaksanalkan menpkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan di budang konsumsi den keamanan pangan,

Untuk melaksanakan tugas sebageimana dimaksud pada avat (1),

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunvai fungsi:

a pemyiapan pelaksanaan koeordinasi i hidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsums: pangan, dan keamanan pangan;

h  penytapan penyusunan bahan rumusan kebijpkan daerah di bidang
konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;

. penyiapen pelaksanaan kehijakan b bideng kunsu::nai pangan.
penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;



(1)

(2)

(3)

(1)

]

(3

d pemberian pendampingan peiaksanaan kegialan J bidang konsums|
pangan, peoganekaragaman konsumsi pangan, dan  keamanan
PATIEATL

e, ‘penyiapan pemantapan program di  bidang konsumsi pangan,
perganekaragaman loonaumest 1:-51.1:1-g.£mr dan kkeamanen pangan,

f pelalksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan  kegiatan &
bidang konsumsi pangan, penganckamgamen konsumsi pangan,
dan keameanan pangan; dan

g pelaksanaan tugas lain yvang diberikan cleh atasan.

BAB TV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Fusal B

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD tertentiu untuk melaksanakan kegiatan
teknis operesivnal dan/atau kegiatan teknis penunjang yang men jadi
kewenangamn;

UPTD sebapaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari
Perangkat Daerah yang bertangpning jawab kepade Kepela Dinas;
Ketentuan lebth lanjut mengenai nomenklatur, jumlabh dan jenis,
susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebageimana dimaksud pade
avat § diatur dengan Peraturen Walikota

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10
Kelompok Jabaten Fungsional pada Dinas bersifat telmis sesuai keahlian
dan kebutuhannya.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdinl dan sejumiah tenaga jabatan [Ungsional jang terdapal dalam
berhagai kelompaok sesuai dengan bidang keahliannya.
Jumlah dan jenis jabatan [ungsional sebagaimana dimaksul pada asal
{2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur
sesusi denpan peraluran perundang-undangan.

#



(1)

{2

13}

[

Pasal 11
Pejabat Funggional berkedudukan dbawsh dan bertanggung jawab
actara langsung kepada pejpbat tinggl madya, pejpbal pimpinan doggl
pratama, pejabar administrator, atau pejagbat pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabhatan Fungsional.
Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan struktur
organisasi.
Kelompok .Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinaror Jabatan
Fungsicnal yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas
usulan pejabar vang bermenang,
Sub Koordinator sebagaimana dimsaksud pada ayeft (3) meleksanakan
tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, permantauan
dan evaluasi, serta pelaporan peda satu kelompok substansi pada
masing-masing pengelompokan fungsi jabatan administrator

(5] Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada avat {4), terdiri atas:

a. sub koordinator substansi perencanaan dan keuangat,

b. sub koordinator substansi ketersediaan pangan;

€. sub koordinator substansi sumber daya pangan;

d sub koordinator substansi kerawanan pangan;

& sub koordinator substansi distribusi pangan;

f sub kpordinator substans: harga pangan,

g sub koordinator substansi cadangan pangan;

h sub koordinalor substans: komsumsi;

i sub koordinator substansi penganekaragaman konsums! pangandarn
J. sub koordinator substansi keamanan pangan

BAR V]
TATA KERJA

Pagal 12

(1}Dalam meclaksanakan tugasnya, sctiap unsur organisasi  wajib

meneraplian prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam
lnghungan masing-masing madpun  antar seluan  orgamieas’  d

lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lan d  luar

pemerinlah daerah sesuail dengan tugas masing-masing.

ik



(2) Setiap unsur organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan hila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah wvang
diperluksan sesusi detgan peraturan perundang-undangan.

13 Setiap unsur organisasi wajb bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikar bawahannya maesing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4} Setiap ursur organisasi wajih mengikuti dan mematuhi petunjuk yang
diberikan dan bertanggungiawab kepada atasan masing-masing seria
menyiapkan dan menyampaiken laporan bak insidentil maupun berkala
pada waktunys

(5) Setiap laporan yang diterima oleh setiap unsur organisasi dari
bawahannva wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan Japuran lebih lanjut den uptuk memberikan petunjuk kepada
bawahan

(6] Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, tembusan laporan wajih
disampaikan pula kepada satvan organisasi lainnym yeng secara
[urtgsional mempunyai hubungan kerja.

(7} Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur crganisasi wajb mengadakan
rapat berkala dalam rangka pemberian himbingan dan petunjuk kepada

bawahan masing -masing.

BaAB Vi
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13
Pada saat Peramran Walikofta mi mulai berlaku, pejabat yang ada tetap
melaksanakan tugasnya Sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Walikota ini



BAB vill
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pads seat mulai berlakunya peraturan Walileota imi, Peraturen Walikota
Kupang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Dinas Ketahenan Pangan Kota Kupang
(Berita Daesrah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 234 dicabut dan dinyatakan
tidak berlalcl.

Pasal
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturasn
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacral: Kota Kupang,

Ditetapkan di Kupang 45|GN
pada geal 31 Desempber 2021
Mrmf KUP/N

r

| JEFIR 'kssm R RIWU KORE

Diundangkan < Kupang
pada tanggal 31 Desember 2021

ETARIS DAERAH (@ZR uqcf,/a/

—_ #
FM—IRW? RRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 560

-




AMPIRAN PERATURAN WALIKOTA
OMOR 43 TAHUN 2021
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